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BUPATI KARAN GANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR. 69 2009

‘ TENTANG - |
PEDOMAN PENDIRIAN PENAMBAHAN PENGGABUNGAN
PENGHAPUSANIPENUTUPAN DAN PERUBAHAN

| STATUS SATUAN PENDIDIKAN . |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IR

«. SRR e ‘ BUPATI KARANGANYAR
~ Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tmdak lanjut Pasal 17,18,
© .+ 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31
Tahun 2006 tentang Pendidikan -(Lembaran Daerah Kabupaten
' Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31) maka perlu adanya Pedoman
Pendirian, Penambahan, Penggabungan, ‘Penghapusan/Penutupan
- dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;, = -
~ ' b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
, Peraturajn Bupati;

At i e

; Menwgingat SRR} Undang-\undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daereh—dderah Kabupaten dalam Llngkunqan Provinsi- Jawa

2 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 ’(entang Slstem Pendldlkan
v 7. Nasional (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia” Tahun 2003
gk e Nomor718 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
\CQ 3 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
. : 2 Peraturan: Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik S
Indonessa Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor s e
o 4389); ‘
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
. Undangl Nomor 12 Tahun 2008 tentang- ‘Perubahan Kedua Atas
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia- Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
e Negara Republik Indonesia Nomor 4884); - AT
"~ 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 - tentdng Badan Hukum
++  Pendidikan (Lembaran Negara Republnk Indonesia Tahun 2009
"Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965); S
LB Undang—Undang ‘Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
' (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,
. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132); RN _
T Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan -
-Prasekolahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 1)
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vt s ;»,8;.Peraturan Pemermtah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
« . Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah L |
- diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1998 nomor e

L 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

‘”Menengah (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 1990

Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

| 3413) sebagalmana telah diubah dengan ‘Peraturan. Pemerintah
‘Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia -

- Tahun 1998 .Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Republlk,‘\:f"r'< :

Indonesua Nomor 3764);

'10 Peraturan Pemerintah Nombr 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Fo

~Luar Bla.,a (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1998

Nornor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesua Nomor - e

- 3764);

/11 Peraturan Pemenntah Nomor- 73 Tahun 1991 tentang Pendldlkan,
' Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indones:a Nomor,
e 3461) Sy

' 12 Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga"ﬁ
. : R S Kependldlkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

-~ Nomor 94 ‘Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor :

. .3484), sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
~ Nomor. 32 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

 Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republlk e

Indonesua Nomor 3974);

- 15 '13 Peraturan Pemerintah Noror 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta -

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara -
Repubhk Indonesia tahun 1992 Nomor. 69, Tambahan Lembaran ‘
- Negara Republlk Indonesia Nomior 3485);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar;-i Ry

Nas1onal Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun -

- 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua

At Nomor4496) o
e 15 Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajlb Belajar k
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, -

: . 7’.; '_'i' " Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor4863); -

- B, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
S Pendldlkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

e Nomor 91, Tambahan . Lembaran Negara Repubhk Indonesm, E

_ Nomor4864) i -
, 1 7.Peraturan’ Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk i

Indone5|a Nomor4894); .

o 18 Keptitusan Presiden Republlk Indonesna Nomor 68 Tahun 1998 iy
~~ tentang Pembinaan dan Pengembanga" Kursus dan Lembaga s

Pelatlhan Kerja;

;19 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261IU/1 999 " S

-+ ftentang Penyelenggaraan Kursus; Bl
~ 4  : . 20 Keputusan Menteri - Pendidikan Nasional IndoneSIa Nomor

060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendman‘j_“ o |

Sekolah

’, 21, Peraturan Daerah. Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006" :
‘ tentang ;Pendldlkan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar AR

Tahun 2006 Nomor 31)

9 ] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan i



o Meneta’p’kéh:

. 5, Kepala \Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang e
i selanjutnya disebut Kepala-Dinas adalah Kepala Dinas Pendldlkan
~ .- Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar : T
B Pendldlkan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewu;udkan R
suasana belajar dan proses pembelajaran agar setlap peserta didik ..
secara  aktif mengembangkan potensi dirinya - untuk -memiliki ‘

SRt ‘;;; e g
L [Q_ e
.!

‘ :

| ‘22 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
- tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah =~ )
-Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lemlbaran Daerah Kabupaten‘

Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7)
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e MEMUTUSKAN
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PERATURAN 'BUPATI “TENTANG PENDIRIAN PENAMBAHAN
. PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN/PENUTUPAN ~ DAN
Srin PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN L

KETENTUAN UMUM e

Pasal 1

e Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud de=ngan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemenntah Daerah adalah Bupati dan F’erangkat Daerah sebagaliv'f'

1
2
Sunsur penyelenggaran Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati: Karanganyar oy R R o
4. Dinas- Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya]w SIRIT
- disebut Dmas adalah Dlnas Pendldlkan Pemuda dan Olah Raga e

g Kabupaten Karanganyar

: kekuatan ‘spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

keuerdasan akhlak mulia, serta keterampilan : yang diperlukan '

dirinya, masyarakat bangsa dan negara

7. Jalur Pendldlkan adalah wahana yang dllalw peserta didik untuk =~
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendldlkan sesual‘ R R
-~ dengan tujuan pendidikan. . S
8. JenjangiPendldlkan adalah tahapan pendldlkan yang dltetapkanﬂ,
R berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tu;uan yang akan e

s - dicapai dan kemam[uan yang dikembangkan.

g Satuan ‘Pendldlkan adalah 'kelompok layanan 'pendldlkan yang
T menyelenggarakan pendldlkan pada jalur formal, non formal dan .

10 Pendidikan Formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang’i"'
~ yang terdiri atas Pendidikan Dasar, PL,ndndlkan _Menengah dan

1‘1 Pendidikan Nonformal adalah Jalur pendldlkan diluar pendldlkan, S

12 Pendidikan Informal ~ adalah jalur pendldlkan keluarga dan
= Imgkungan e : i

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendsdlkan Tinggi. "

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

b 13. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembmaan yang

o dntUJukan kepada anak yang sejak lahir .sampai dengan usia 6

e (enam) tahun yang dilakukan melalui ‘pemberian rangsangan
~pendidikan: untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan .
jasmanl dan rohani agar anak mem|I|k| kesuapan dalam memasukn RN

pendldlkan lebih lanjut

D 3




:15 Pendldlkan Menengah adalah pendidikan umum dan kéjuruan yang.‘,,:' " o

. Y 16 Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar menengah dan o
o tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan =~ -
perananiyang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran, ,

- ; 17 Pendldlkan Luar Biasa adalah pendidika khusus Lmtuk peserta dldlk' 2
. - yang berkelaman yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa
~satuan pendldlkan khusus pada satuan pendldlkan anak usna dlm R

Sl

. J

e Ly '14 Pendldlkan Dasar adalah pendldlkan umum yang Iamanya 9 tahun G
o TN dlselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun dly, ey

sekolah‘menengah pertama atau yang sederajat

dlselenggarakan bagi Iulusan pendidikan dasar.

- agama dan / atau menjadi ah!i iimu agama.

pendldlkan dasar dan pendldlkan menengah

19 Pendlnan

18 Pemrakarsa' adalah |nstitusi, yayasan atau organnsasu yang'
mengajukan permohonan izin pendirian lembaga pendidikan. - =
lembaga pendidikan adalah pembukaan Iembaga
pendldlkan ‘baru yang dilaksanakan - oleh Pemermtah Pusat, '@

Pemenntah Kabupaten atau masyarakat;

Iembaga

,'20 Penggabungan Iembaga pendidikan adalah peleburan atau :
SR penggabungan dua atau !eblh lembaga yang sejems menjadl satu

| . ‘, b '21 Penutupanylyembakga pendldlkan adalah pemberhentlan keglatan"vv‘ |

"75(1)SekMah

i

i

ik atau penghapusan Iembaga pendldlkan

BAB Il g ot
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

,/4 E

; (1)Pend|nan sekolah dapat dnlakukan oleh pemermtah danlatau_'. e

masyarakat

(2) Pendlrlan sekolah dldasarkan atas

a. Kebutuhan masyarakat untuk memyperoleh pendldlkan

t

1
i
l

1

}

b, Suatu perencanaan pengembangan pendldlkan secara Iocal
ke reglonal dan nasuonal o . e

i Pasal3 E

AR dapat dldmkan dengan a,ara kel]asama antara Pemerlntah e
o atau Pemenntah Daerah dengan masyarakat; e
2 Penyelenggaraan sekolah melalui kerjasama dapat dltentukan PR
- sesuai dengan perjanjlan I\er]asama s :

’ » BABHI SR el
PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH i
. T Pasal4
- Persyaratan 1pendman sekolah mellputl

Hr@ﬂwppﬁw "@W o

hasil studi kelayakan;- - ;
‘rencana mduk pengembangan sekolah (RIPS) :
sumber peserta didik; . S e
‘tenaga kependldlkan ST e
tenaga nonkependldlkan S et
kunkulum/program keglatan bela]ar

- sumber pembnayaan e

. ‘sarana dan prasarana

' penyelenggara sekolah



PasaIS

- Studl kelayakan pendman sekolah sebagalmana d:maksud pada huruf S

. a pasal 4 berisi : 4
7 a. latar belakang dan tuluan pendman sekolah
. b. bentuk dan nama sekolah;

- c. lokasi sekolah dan dukungan masyarakat dltambah data dan fakta '
‘tentang poten31 Iapangan kerja bagl pendman SMK G
sumber peserta didik;’ - o i
rekomendasn pemermtahan desalcamat
;rekomendasn sekolah terdekat; : ‘ T
. guru dan : tenaga kependldlkan Ialnnycl serta ‘5rencana‘ S
‘pengembangannya S t
; sumber‘ pemblayaan qelama hma tahun ydng mellputl blaya
e ,mvestasu penyelenggaraan, operasu)nal dan proyeksi aliran dana;
i. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendldlkan ‘
.1~ke3|mpl.lan studl kelayakan , :

> @ oo

T A

E
Ij; 5 i T j PasaIG

o -(1) RIPS sebagalmana dlmaksud pada huruf b pasal 4 merupakan

~dasar pengembangan sekolah "untuk jangkd waktu ' sekurang- ¢

i kurangnya ‘lima tahun dan dususun berdasarkan hasﬂ studl e
kelayak?n s IS e .

o (2) RIPS memuat maten pokok komponen sebagal benkut
' . Visi. dan misi; ; . ,
. kunkulum =y

peserta didik;

. ketenagaan , ;

. sarana dan prasarana

organisasi; ,

. pemblayaan e

.‘manajemen sekolah;

peran serta masyarakat; ,
rencana pentahapan pelaksanaan o

‘}:-'.--:-'co :-ﬁm coow

]} = Pasal7

A Persyaratanl mengenal sumber peserta d|d|k tenaga kependldlkan dan’

o tenaga nonkependldlkan untuk masmg-masmg sekolah sebaganmana
e tercantum dalam Lamplran Keputusan ini.. SEp

' l - Pasal8

Pendman SMK selaln memenuhl persyaratcm sebagalmana dlmaksud' f o
' dalam. Pasal 4 dan pasal 7 harus memenuhn persyaratan: - '

s ‘a adanya potenSI lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan‘,‘ B

. ftamatan‘SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan -
-pemetaan sekolah sejenis di wilayah - tersebut yang dltunjukkan 3

dengan data dan fakta pada studi kelayakan.

e, ‘adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia mdustn Lo
dan unit| produkS| yang dikembangkan di sekolah untuk membantu} 2

L kelancaran terlaksananya pendldlkan snstem ganda.



l
e
]
“1

Pasal 9

il

l

|

g o L o
e ;'(1) Kunkulum/Program keglatan belajar menggunakan kunkulum yang‘,y?;'?

“berlaku secara nas |Qnal dan kunkulumlprogram keglatan belajar,’fr; i

_muatan lokal.

(2) Kunkuldm/Program keglatan belajar yang berkautan dengan cii

“khas - dlkembangkan oleh ‘penyelenggara - sekolah yang”
bersangkutan sesuail dengan perkembangan peserta didik.

. : '(3) Format kunkulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud o

[ pada ayat (1)dan (2) sebagalmana tersebut pada Iamplran

1{ Pasal 10

(1) Penyalenggara sekolah berkewajlban menyédlakan  sumber .

pemblayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran :
pendudlkan di sekolah sekurang—kurangnya selama lima tahun.

e (2) Kewajlban sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat: (1)

dltUjukkan dengan bentuk Rekenlng Bank atau surat berharga

Ialnnya \f; i

e ~i,_"p‘asan'1 -

_jSarana dan prasarana pendldtkan sesua| standar pelayanan mlmmaly

S '.'_pada satuan pendldlkan yang bersangkutan sebagalmana tersebut‘ﬁ

o 'pada Iamplran peraturan ini.

R 1?
NERE ¢

.' S Sy Pasal 12

o (1) Penyelenggara sekoiah terdln atas pemenntah pusat pemenntah 1

i Kabupaten atau masyarakat
~(2) Masyarakat sebagal penyelenggara sekolah berbentuk badan
o hukum yang bersnfat sos:al dlbuktlkan dengan Akta Notans

Sl Pasal 13
' '(1) Pendman sekolah yang dlselenggarakan oleh masyarakat selain
" 'harus memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
g, harus dilengkapi dengan surat akta notaris pendirian badan
i “ penyelenggara sekolah dan bukti registrasi Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia (HAM). ‘ :

:“‘1 (2) Pengurus yayasan  atau  badan fkpenye!enggara sekolahn‘ G

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan 5
mendudukl jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun ”
2001 tentang Yayasan : “, e : 2 , =
ol . BABNV
PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PI:NDIDIKAN
A : NONFORMAL DAN INFORMAL ' ~

e
a1

Pasal 14

w (1) Persyaratan pendman PAUD Nonformal mehputl

memiliki tempat yand Iayak
memiliki peserta didik; -
~ memlhkl tenaga pend|d|k
memlhkl pengelola :
. mem|I|k| sarana dan prasarana
mem I|k| alat permainan edukatif - . -
mem llkl kunkulum/program keglatan belajar i

@~o .c'z‘sv oo

oo




\
\
. (2) Persyaratan |zm penyelenggaraan kursus mellputl

a. memlhkl program dan isi: pendldlkdn dalam bentuk struktur

 kurikulum; , .
memiliki pendudlk dan tenaga kependldlkan, , ﬁ_, R
memlhku sarana dan prasarana ATt
‘pemb|ayaan . e

. rencana sistem evaluasu dan sertlt" kas.l ST K

_rencana manajemen - pengendahan mutu dan metodologl ‘
pembelajaran R :

b J e Pasal 15

ﬁmgnv

(1) lzm penyelenggaraan kursus bagl baclan usaha Yang didirikan S O

~ dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan :

e A kerjasama dengan Iembaga kursus yang sudah mendapatkan .

.izin; l

‘:,":&'-";ki" b, mendapatkan : rekomnndasu dan Departemen Pendudlkan o e

- Masional:

e mendapatkan |z|nlketerangan penanaran modal asing (PMA)'

- dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

‘ e 'd. mendapatkan izin penggunaan tenaga asing dari Departemen

: 'Tenaga Ker]a bagn yang menggunakan tenaga kerja asmg

i

(2) Izm kursus yang dlselenggarakan oleh sekolah perguruan tlnggl e
. atau Iembagalmstntusu yang menyelenggarakan kursus untuk = -
e masyarakat umum dengan memanfaatkan saranalprasarana mik
- pemerintah -diberikan .sepanjang “tidak. bertentangan dengan
S peraturan-perundangan yang berlaku. Apabila sekolah, perguruan .~
“tingdi, atau lembaga yang sejenis tidak memiliki fungsi dan atau
-tidak memlllkl izin untuk menyelenggarakan kursus dapat dikenakan .

sanksi pzdana sesual peraturan per'aturan-perundangan yang
berlaku IR R : ‘ i ,

. ' P BAB V S
TATA CARA PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 16

h ‘Tata cara pendman sekolah mellputl langkah langkah sebagan berlkut

Usul rencana pendirian. sekolah oleh Pemrakarsa. = -
S RekomendaSI Pemenntahan desa/Camat; L
Pembenan Pertimbangan oleh Kepala Dmas

Usul pendman sekolah oleh Pemrakarsa.

pacoe.

~ kewenanganya.

) Penetapan- pendman sekolah negeri oleh BUPatl sesuai dengan ‘

e jen]ang dan jems pendldlkan yang menjacll kewenangannya B

Pasal 17

o Pemrakarsa mengajukan tsul rencana pendlrlan “sekolah kepada S
- Kepala Dmas sesuai  dengan jenjang dan jenis pendldlkan yang

: - menjadl kewenangannya dengan dslengkapl hasxl studl kelayakan o

,Pembenan persetu;uan pendman sekolah swasta “oleh Kepala' Z :
. Dinas’ sesual dengan jenjang dan jenls pendldskan yang menjad, G



e
\’“5-%i‘  '° :

‘Pasai1a e

. '(1) Selambait—lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima =~

usul rencana pendirian’ sekolah sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 16}Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan
~'yang menjadi kewenangannya, ‘'memberi pertimbangan kepada
pemrakarsa tentang persetuluan atau penolakan atas rencana
o pendman sekolah. - :

. (2) Pembenan pert(mbangan sebagalmana dlmakbud pada ayat (1) S

dldasarkan atas: i
o a. Pem!alan atas studl kelayakan = f 3 S S
b. Masukan dari Tim Penilai 'yang dltuangkan dalam Benta Acara o
- ¢. Rencana umum tata ruang (RUTR); . ~
d. Masukan dari instansi terkait bagi sekolah negen

f(3) Tim  penilai sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakam‘ tim - yang dlbentuk oleh : Bupatl ~dengan :

: menglkutsertakan a503|a5| sepertl A
a. Asosnasu penyelenggara TK;
_ b. Asosiasi perguruan swasta;
C. Kom:te sekolah Kejuruan.

o (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud p‘ada ayat 3) yang dapat me“lad' .

~ anggota ‘ttm pemlal adalah asosmsu yang sesuan tugas dan‘
fungsmya L : SR 5 8
. i Pasal19

I"

T’*:f“f“(1) Selambat—lambatnya dalam Jangka waktu 2 (dua) tahun setelahk' .

pertlmbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 . e

“ayat (1), Pemrakarsa mengajukan usul Pendirian Sekolah dengan

kelengkapan sebagalmana dimaksud pada pasal 4 kepada Kepala - e

Dinas. sesual dengan jems dan jenjang pendldlkan yang menjadl‘
kewenangannya _

= (2) Usul pendman sekolah swas ta Wajlb dlsettal buktt

oad ReferenSI Bank dan/atau bukti lain yang berkenaan -deng Jan

ke tersedlanya sumber pembiayaan se!ama lima tahun. - ,

© o _'b. Akta Notans pendirian badan penyelenggam sekolah dan buktl
e reglstras& dari Departemen Kehakiman dan HAM. ' | ’

o c Sertifi kat/buktl kepemilikan - atau - penguasaan tanah dan
i prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-

S ‘kuranqnya 5 (hma) tahun serta buktu kepemlllkan sarana
“pendldlkan et : T L

l

Pasal 20

I

o . Berdasarkan\ atas usul pendlnan sekolah sebagalmana dlmaksud |

' dalam Pasal' 17 maka :

S Coa. Kepala Dmas sesuai dengan jenis dan jenjang pend!dlkan yang S

~ menjadi kewenangannya :

o 1. menetapkan persetUJuan pendman sekolah swasta yang o

memenuhl syarat ; .

2. mengusulkan penetapan pendlnan sekolah negen kepada.' o

Bupatu

b ' Bupatl menetapkan pendlrlan sekolah negeri sesuai dengan jenis | o

: dan jenjang pendldlkan yang menjadl kewenangannya




BAB Vl

el PRQSEDUR PERIJINAN’LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 21

(1) Prosedur penzman pendman Iembaga Pendldlkan Anak Usna Dlnl .

Nonformal dan Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagan o

- berikut ;.

a. Sehap pendm/penyeienggara program Pendndakan Anak Usia =
o Dini Nonformal dan Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM),
~baik || 'perorangan, lembaga, organisasi maupun lembaga- e

T ~swadaya : masyarakat - mengajukan . permohonan  ijin -
o penyelenggaraan ke Dinas ' Pendidikan - Kecamatan yang
~ membidangi pendndlkan anak usia dini nonformal. g

- b. Setelah 6 (enam) bulan kegiatan Pendidikan Anak USIa Dlm ER
. Nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): i
berjalan penyelenggara/pengelola mendaftar untuk minta ijin
: operasmnal secara tertulis ke Dinas dengan- rekomendasi dan- o

Dinas Pendidikan Kecamatan dalam bentuk proposal.

C. ’Pallng\ lambat 3 (tiga) bulan setelahproposal diterima, ‘Dmas‘ i

~ Pendidikan menilai kelayakan penyelenggaraan  program

Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Pusat Kegiatan

. Belajar Masyarakat (PKBM). Apabila ~dinilai telah layak e
e menyelenggarakan program, maka berhak mendapatkan izin S
- pendirian, dan apablla belum layak;. maka harus diadakan ‘

‘perbarkan-perbalkan terleblh dahuiu sampax dmllal layak -
- ,~mendapatkan izin. ~ TR ; . I

(2) Prosedur Ipenzman penyelenggaraan kurs.us sebagau berikut : o
a. Calon Penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis

o pendldlkan 'yang - akan diselenggarakan ke Dinas dengan
A melamplrkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan; ‘
- b. Apabila lembaga yang mengajukan izin penyelenggaraan kursus

~ belum[ ‘memenuhi persyaratan yang dltetapkan maka Kepala

- Dinas [atas nama Bupati menerbitkan: surat terdaftar, hingga

RSy ~|embaga tersebut dapat memenuhi semua persyaratan yang

- telah ditentukan. Bilamana dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata

persyaratan tersebut belum terpenuh! maka surat terdaftar .

fdmyatakan tidak berlaku lagi. ¢ e
e -‘,Penetapan izin kursus diterbitkan oleh Bupatn atau Kepala Dmas i
o atas nama Bupat: S : o :

(3) Masa berlaku izin kursus 4 (empat) tahun dan dapat duperpanjdng

~ kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan
: melamplrkan persyaratan—persyaratan yang berlaku

| “ . BABWN L
2 PENAMAAN LEMBAGA PENDlDIKAN

Pasal 22

'(1) Penamaan sekolah .negeri yang baru dldlnkan dltetapkan olehf Sy

Bupati sesuai kewenangannya.

. (2) Penamaan sekolah swasta dlatur qleh badan penyelenggara , ‘

o sekolah swasta yang bersangkutan ,
- (3) Penamaan Lembaga Pendndlkan Nonformal dlatur oleh :
penyelenggara yang bersangkutan B /

e ,
ol
‘ .
on
|
I
aF



BHE . BABVNI . '
PENAMBAHANIPERUBAHAN BIDANG/PROGRAM -
KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

‘ { . - Pasal23 %

1) Persyaratan penambahan dan perubahan bldang/program keahllan B
‘pada’ SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang
sama dengan persyaratan pendirian SMK. :

(2) Perubahan program keahlian dalam hngkup satu bidang keahlian

_ dltetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya. -

" (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian

: sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal
dan alas an tenuhs ‘ _ . ;

BABIX ‘
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN .

Pasal 24 .
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- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan
. dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.

. ‘ (2) Sekolah hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru.- .
0 (3) Penggabungan Lembaga Pendidikan Nonformal dan informal yang

berada dalam satu yayasan, atau organisasi diserahkan kepada

penyelenggara ~dengan membentahukan kepada Bupatn melalun

Kepala Dmas , , i
I Pasal 25
e

o Penggabungan sekolah dllakukan dengan persyaratan sebagai benkut

a. Penyelenggaraan sekolah tidak mampu menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran s

Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan ‘

Sekolah. yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan j jemsnya
Jarak antar sekolah yang dnntegrasukan saling berdekatan dalam
satu wnlayah coE

-0

i Pasal 26

.~ Sekolah yar{g dlgabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan

- administratif peserta didik dan tenaga kependldlkan kepada sekolah
hasil mtegrasn ; A : A

Pasal 27

(1) Tata cara penggabungan sekolah negen oebagal benkut .
-a. Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang -
menjadt kewenangannya mengkajt kond|s1 sekolah yang akan -
dlgabung, .
b. Guna melaksanakan Pengkajlan Kepada Dmas mengusulkanv ‘
'Pembentukan Tim kepada Bupati;
C. Bupatl menetapkan Tim Penggabungan Sekolah
d. Tim menyusun Berita Acara Pengkajian Kepada Kepala Dinas;

e. Berdasarkan ‘hasil pengkajlan tersebut, Kepala Dinas sesuai

dengan jenjang ‘dan . jenis ‘pendidikan  yang menjadi
kewenangannya 'memberi masukan kepada Bupati sebagai
“bahan pertirnbangan penetap penggabungan;
f. ’Bupatl menetapkan Keputusan penggabungan sekolah.
(2) Tata cara penggabungan sekolah swasta sebagai berikut :
a. Penyelenggara sekolah membentuk tim yang mengkaji kondisi
sekolah yang akan duntegra5|kan

..l
i
1
i
|



Lo e HaSlllltkajlan Tim sebagalmana dlmaksdu huruf a dlajukan |
¢ kepadapenyelenggara sekolah; ‘
e LT Penyelenggara 'sekolah membuat keaepakatan tertuhs untuk

penggabungan sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan S

: ~_penetapan dari. Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jems 5 ]
pendldlkan yang menjadl kewenangannya S :

| BABX .
PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

- Pasal 28

(1) Perubahan bentuk atau ahh fungsu sekolah merupakan' ;}f
pelembagaan sekolah 'yang mengubah bentuk - atau mengahhkan T

k fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang.lain; - , i
(2) Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah sebagalmana dlmaksud

- pada ayat (1) bagi: satuan pendtdlkana negen ditetapkan o|eh,‘ }

L Bupatl atas usul Kepala Dinas.

“ Pasal 29

: . (1) Perubahan bentuk danlatau ahh fungsn sekolah dnatur sesualrl k

. sekolah. | . |
e (2) Penyelenggara sekolah yang mnlakukan perubahan bentuk atau« '

berjalan atau mengmtegrasnkan ke sekolah |a|n yang jenjang dan -
jemsnya sama. e ; "

BABXI. i
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

g Pasal 3o

Gt (1) Penutupa‘n’ sekolah merupakan penghentuan keglatan atau L
. penghapusan sekolah, - S :
L _~‘(2) Penutupan sekolah dilakukan apablla

' sekolah , -
- b. Sekolah sudah tadak Iagl menyelenggarakan keglatan‘v ‘
i pembelajaran b S L
| ‘ e f Pasal 3

R

‘dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendman; Sl

- alih fungsi sekolah waijib menyelesalkan program lama yang sedang - |

a. Sekolah sudah fidak Iagu memenuhi ‘persyaratan pendman'j:

ok (1) Penutupan sekolah negeru dllakukan oleh Bupatl berdasarkan usul ;‘ .
‘ Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan Jenls pendldlkan yang_ Lo

menjadi kewenangannya

T (2) Penutupan sekolah yang 'dtselenggarakan oleh masyarakat e

dltetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis -

e f pendidikan yang ~menjadi kewenangannya atas usulan

- penyelenggara sekolah dan/atau hasil pengkajian tim penilai.

i f ﬁ(3) Penutupan sekolah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan .

“ayat(2) diikuti dengan:

a. Penyaluranlpemmdahan péserta d|d|k kepada sekolah lain yang i

¥ jenjang dan jenisnya sama; o
b Penyerahan asset milik Negara dan dokumen lalnnya kepada,
S . ' Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan ]el'IIS pendldlkan yang
SR B e menjadi kewenangannya B Lt
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. Pas‘al3'2k_

Penutupan Lembaga Pendidikan Nonformal yang dlselenggarakan
masyarakat*dltetapkan oleh Kepala Dmas atas nama Bupati.

BAB Xil
 LAPORAN

Pasal 33

i
l

BUpatl sesuan dengan kewenangannya melaporkan pendman

. pengmtegraslan dan/atau penutupan sekolah di wilayahnya kepada

~dan Menengah

Menteri pendldlkan Nasional u.p. Direktur Jenderal Pendndukan Dasar

I BAme S
| KETENTUAN PENUTUP

Paéal 33 —

. Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah g

o Kabupaten Karanganyar ‘

Dlundangkan di Karanganyér L
, _Pada tanggal . o

SEKRET

1 .

" Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 30 vy 4009

BUPATI KARANGANYAR

Hi. RINA IRIANI SRI RKTNANINGSIH S.Pd, M.Hum

R DAERAIil ;
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR : ...




